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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, 

you must keep moving. 

 

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus 
bergerak” 

 

( Albert Einstein ) 
 
 
 
 
 
 

"Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam 
perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-
perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, 
jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah 
yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?” 

 

Lukas 16:10-11 
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Abstrak 
 

 

Penelitian ini berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku perusak 
ekosistem laut. Penulis memilih judul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan 

bahwa setiap orang baik individu maupun korporasi yang melakukan perusakan 
terhadap lingkungan khususnya ekosistem laut, harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya dan siap dijatuhi sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang 

diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis 

normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni : statute approach, conceptual 
approach dan case approach. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada 

penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan 
pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat 

khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat 

konkrit.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai 
bentuk pertanggungjawaban pidana, serta mengetahui dan menganalisis mengenai 
sanksi pidana yang dibebankan terhadap pelaku perusak ekosistem laut. Pengertian 

ekosistem laut yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bidang perikanan 
dan terumbu karang. Penelitian ini dinilai sangat tepat guna menjawab 

permasalahan seputar kerusakan ekosistem laut yang saat ini marak terjadi di 
wilayah kelautan Negara Republik Indonesia. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk pertanggungjawaban 
pidana pelaku perusak ekosistem laut merupakan perbuatan yang ditimbulkan oleh 

pelaku akibat dari adanya perbuatan pidana. Perbuatan itu telah dilarang oleh aturan 
hukum dan diancam pidana karena telah merusak tatanan ekosistem yang ada di 
laut. Larangan itu ditujukan pada perbuatan yang dilakukan, sedangkan untuk 

ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.  
(2) Sanksi pidana yang dibebankan terhadap pelaku perusak ekosistem laut 
merupakan reaksi atas suatu tindak pidana yang sengaja ditimpakan negara kepada 

pelaku tindak pidana perusakan ekosistem laut. Hukum bersifat memaksa dan 
mengikat, akibat dari pelaksanaan hukum yang memaksa dan mengikat itu berupa 

sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Sanksi pidana maupun sanksi 
tindakan dibebankan terhadap pelaku perusak ekosistem laut yang merupakan  
”orang perseorangan” (natuurlijke persoon) ataupun korporasi (korporatie). 

 
 
 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan, Ekosistem Laut 



Abstract 
 
 
 

 

The research titled perpetrators of criminal responsibility destroyer marine 
ecosystems. The author chose this title aims to give an explanation that everyone, 

both individuals and corporations that make the destruction of the environment, 
especially marine ecosystems, must account for his actions and ready to impose 
sanctions of criminal laws and regulations in force.  

The method used in answering the legal issues raised in this research using 

normative legal research methods, with three (3) approaches namely: statute 
approach, conceptual approach and case approach. Source of research material 
used in this thesis is the primary legal materials and secondary law. The analytical 

method used in compiling the data and research in this thesis is the deduction 
method is the method of investigation is based on principles that are common to 

explain the events that are specific or of a general theory of the facts which is 
concrete.  

This study aims to identify and analyze the forms of criminal responsibility, 
and to know and analyze the criminal sanctions imposed against the perpetrators of 
the marine ecosystem destroyer. Definition of marine ecosystems that are the focus 

of this research is the field of fisheries and coral reefs. This study was the right to 
address the issues damage the marine ecosystem that is currently rife in the sea 

area of the Republic of Indonesia.  
The results showed that: (1) Forms of criminal responsibility destroyer 

perpetrator is an act of marine ecosystems caused by the offender as a result of 

their criminal acts. The deed has been prohibited by law and punishable because it 

has been destructive to the ecosystem of the sea. The ban was aimed at actions 
undertaken, while for the criminal threat is aimed at people who pose a criminal 

act it. (2) Criminal sanctions imposed against the perpetrators of the marine 

ecosystem destroyer was a reaction to a crime that deliberately inflicted state to the 
criminal destruction of the marine ecosystem. Coercive and binding law, as a result 

of the implementation of the binding legal force and that sanctions both criminal 

sanctions and sanctions action. Criminal sanctions and sanctions imposed against  
perpetrators of vandal action marine ecosystem is an 
"individual"(natuurlijkepersoon)or corporate(korporatie). 

 

 

Keywords: Criminal Liability, Environmental, Marine Ecosystems 
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BAB IV 

 

PENUTUP 
 
 
 

 

4.1 Kesimpulan 
 

 

Berdasarkan hasil dari pemaparan sebelumnya, serta untuk menjawab  
 
 

rumusan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 

 

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perusak ekosistem laut 

merupakan perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku akibat dari 

adanya perbuatan pidana. Perbuatan itu telah dilarang oleh aturan 

hukum dan diancam pidana karena telah merusak tatanan ekosistem 

yang ada di laut. Larangan itu ditujukan pada perbuatan yang 

dilakukan, sedangkan untuk ancaman pidananya ditujukan pada orang 

yang menimbulkan perbuatan pidana itu. 

 
2. Sanksi pidana yang dibebankan terhadap pelaku perusak ekosistem 

laut merupakan reaksi atas suatu tindak pidana yang sengaja 

ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana perusakan ekosistem 

laut. Hukum bersifat memaksa dan mengikat, akibat dari pelaksanaan 

hukum yang memaksa dan mengikat itu berupa sanksi baik sanksi 

pidana maupun sanksi tindakan. Sanksi pidana maupun sanksi 

tindakan dibebankan terhadap pelaku perusak ekosistem laut yang 

merupakan ”orang perseorangan” (natuurlijke persoon) ataupun 

korporasi (korporatie). 
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4.2 Saran 
 

 

Dari hasil pemaparan kesimpulan di atas, maka penulis memberi 

beberapa saran terkait dengan penelitian yang dilakukan yakni sebagai 

berikut : 

 
 

1. Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  harus 

 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perlu dilakukan 

pengembangan sebuah sistem hukum dalam hal perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna 

menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan 

ekosistem laut, karena sudah seharusnya negara Indonesia memiliki 

sistem hukum yang berorientasi pada kemaritiman yang mana di 

dalamnya juga harus memperhatikan tentang konsep tata kelola 

ekosistem laut (perikanan dan terumbu karang). 

 
2. Sanksi yang diberikan terhadap para pelaku perusak ekosistem laut 

harus memberikan efek jera. Penerapan konsep pemidanaan berbasis 

kerugian nilai ekonomi dalam proses penegakan hukum lingkungan 

khususnya ekosistem laut menjadi solusi sebagai upaya pengembalian 

kerugian (kepada negara yang dirugikan) yang ditimbulkan dan bukan 

untuk memenjara terpidana selama mungkin. 

 
. 
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